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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swata, tempat kediaman di Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19
Mei 2017 berkuasa kepada Randy Aditya Pratama, SH dan Moh.
Ikhwan Mufti, SH, para Advokat dan konsultan Hukum pada
kantor Hukum Pratama & Partner beralamat Cikaret Rt. 03/02
Kelurahan harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, kabupaten
Bogor, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara
Nomor 2029/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kemang, Kabupaten Bogor, pada tanggal 9 Juni 2013 sebagaimana
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tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/28/V1/2013 tertanggal
10 Juni 2013;

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan
secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk
membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun
rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling
memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan
Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan;
serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana
ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur’an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan
Kemang, Kabupaten Bogor, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan dari
pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak yang
bernama: Dylan Al Ghifari Adi, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Juni 2014;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 pernikahan tersebut mulai
mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
¢ Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

e adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam
membina rumah tangga;

¢ Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

« Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat;

¢ Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;

¢ Tergugat bersifat egois dan tempramental;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal
21 April 2017, dimana terjadi perselisihan dan percekcokan yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara
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kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcokan tersebut, kerukunan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan
dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu
untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah
warahmah) tidak dapat diwujudkan;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian
dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa
hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan
Perundang- undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Cibinong c.g. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya
meskipun Tergugat telah diberitahu pada sidang tanggal 8 Juni 2017 untuk
hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut gugatannya, sesuai dengan pencabutan perkara oleh Penggugat
tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya
sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya
sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu
pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal
271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
2029/Pdt.G/2017/PA.Cbn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
221.000;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai
Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H dan Dra. Hj Eni Zulaini masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 27 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Kuswanto, S.H., M.H Dra. Hj. Evi Triawianti
Hakim Anggota,
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Dra. Hj Eni Zulaini
Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. PanggilanRp. 140.000,-
4, Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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